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Abstract: This study aims discuss th etsunami-affected women access to inheritance and 
trustrights, discussgender mainstreaming approach for victims of the tsunami in the access of 
inheritance and guardianship rights.The methodof research used a qualitative approach that 
produces descriptive and narrative data. Determinationof respondents is withpurposive 
sampling technique. Data collecting usedan openinterview guide,triangulationof 
dataondocuments, researchreportsandinterviewingexperts.The result of the study is  women 
victims of the tsunami are difficult in accessing the right of succession and guardianship 
because of the lack of knowledge that is accommodated by the various laws and policies, the 
lack of assistance cases and public education and comprehension, and the lack of village 
officials who are able to resolve the problem of inheritance and guardianship after the 
earthquake and tsunami in Aceh with traditional mechanisms and local wisdom. Causative 
factor is compounded by cultural construction that puts women in disadvantaged in society. 
The appropriateapproachis withgender mainstreamingasthe basis for formulatingpolicies and 
programssuch aspubliceducationandcomprehensive legalassistanceand sustainable, 
actionaffirmaticewomen's involvement incustomassemblies, simplifyingpost-disaster justice 
mechanisms. 
Keywords : access, women, trusts, inheritance 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas akses  perempuan korban tsunami terhadap hak 
pewarisan dan perwalian, membahas pendekatan pengarusutamaan gender bagi perempuan 
korban tsunami dalam mengakses hak pewarisan dan perwalian.Metode Penelitian  dengan 
pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan naratif. Penentuan responden  
dengan teknik Purposive Sampling.Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara 
terbuka dan trianggulasi data terhadap dokumen, laporan penelitian dan wawancara para 
pakar.Hasil penelitian  menyimpulkan perempuan korban tsunami kesulitan mengakses hak 
pewarisan dan perwaliannya karena minimnya pengetahuan yang diakomodir oleh berbagai 
undang-undang dan kebijakan, minimnya pendampingan kasus dan pendidikan publik yang 
berkelanjutan dan komprehensif, minimnya aparat gampong yang mampu menyelesaikan 
masalah kewarisan dan perwalian pasca gempa dan tsunami Aceh dengan mekanisme adat dan 
kearifan lokal. Faktor penyebab ini diperparah dengan kontruksi budaya yang menempatkan 
perempuan pada posisi kurang menguntungkan di masyarakat. Pendekatan yang sesuai adalah 
dengan pengarusutmaan gender sebagai dasar penyusunam program dan kebijakan berupa 
pendidikan publik dan pendampingan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, 
affirmatice action keterlibatan perempuan dalam majelis adat, menyederhanakan mekanisme 
peradilan pasca bencana. 





Bencana gempa dan tsunami Aceh 26 
Desember 2004 menimbulkan kerusakan dan 
kehancuran materil dan non materil yang 
parah.Dampak kehilangan jiwa dari anggota 








kepemilikan harta benda pada ahli waris yang 
ditinggalkan.  Bagi anak-anak yang kehilangan 
orang tua menimbulkan masalah tentang siapa 
yang berhak dan mampu menjadi walinya. 
Kondisi ini berimplikasi pada hukum dan 
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persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. 
Perempuan dan anak mengalami tantangan 
dan hambatan berat dalam mengakses hak 
kepemilikan berupa hak pewarisan dan 
perwalian pasca gempa dan tsunami. Hal ini 
dibuktikan penetapan perwalian yang diajukan 
di pengadilan sangat sedikit jumlanya 
dibandingkan dengan jumlah anak yang 
membutuhkan pengesahan perwalian karena 
kehilangan orang tua pasca tsunami. Penetapan 
perwalian di pengadilan dilakukan atas anak 
yang mewaris banyak harta dari orang tuanya, 
sehingga kecenderungan melakukan 
pengesahan perwalian bukannya memberikan 
perlindungan, tetapi justru karena motif untuk 
menguasai harta si anak (Laila M. Rasyid dan 
Romi Asmara, 2011).  
Fakta menunjukkan minimnya akses 
perempuan terhadap hak pewarisan dan 
perwalian pada data tahun 2005 Mahkamah 
Syar’iyah Jantho menetapkan perempuan 
menjadi wali hanya 17 kasus dari 678 kasus 
yang masuk kepengadilan. Hal ini terjadi 
karena jumlah perempuan yang mengajukan 
penetapan menjadi wali sangat sedikit 
dibandingkan dengan pihak laki-laki, karena 
laki-laki dianggap lebih berhak menjadi wali 
atas anak (Dewi, 2006 ).  
Penyelesaian kasus-kasus kewarisan di 
gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar 
sebagai wilayah berdampak berat akibat terpaan 
tsunami, perempuan berada pada posisi kurang 
menguntungkan, biasanya perempuan yang 
berstatus janda atau anak perempuan tunggal 
yang seluruh ahli waris utama meninggal 
tsunami, perempuan tidak mendapatkan hak 
warisnya secara utuh, hanya bagian saja, 
sebagian lagi diberikan kepada baital mal 
gampong (Salim, 2006 ). 
Minimnya penyelesaian kasus waris ke 
pengadilan karena penyelesaian kasus lebih 
banyak diselesaikan di gampong,walaupun 
pihak perempuan merasa tidak adil dengan 
putusan gampong, mereka enggan menempuh 
jalur penyelesaian formal, cenderung bersikap 
apatis dan menerima nasib saja. (Salim,2006). 
Berdasarkan latarbelakang tersebut maka 
penelitian Akses Perempuan Korban Tsunami 
Terhadap Hak Pewarisan dan Perwalian di 
Banda Aceh dan Aceh Besar perlu dilakukan 
bertujuan membahas masalah yang dihadapi 
perempuan korban tsunami dalam mengakses 
hak perwalian dan pewarisan di wilayah Aceh 
Besar dan Kota Banda Aceh. Berdasarkan 
capaian tujuan tersebut maka tujuan lanjutannya 
adalah merumuskan pendekatan 
PUG( Pengarusutmaan Gender) untuk 
menemukan kebijakan dan program baru yang 
mencerminkan keadilan dan responsif gender 
bagi perempuan untuk menemukan kebijakan 
dan program baru yang mencerminkan keadilan 
dan responsif gender bagi perempuan korban 




Pewarisan   
Pengertian waris dari kata Al-mirats, 
menurut bahasa Arab adalah bentuk mashdar 
(infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-
miiraatsa yang maknanya secara semantik 
adalah “berpindahnya sesuatu dari seseorang 
kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada 
kaum lain”. Pengertian menurut bahasa ini 
tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang 
berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup 




Perwalian dalam literatur fikih Islam 
disebut dengan al-walayah (alwilayah), seperti 
kata ad-dallah yang juga bisa disebut dengan 
al-dilalah. Kemudian, yang dimaksud 
perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar 
hukum Islam) adalah kekuasaan/otoritas yang 
dimiliki sesorang untuk secara langsung 
melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus 
bergantung (terikat) atas sesizin orang lain. 
Orang yang mengurus dan menguasai sesuatu 
disebut wali (Suma, 2005) 
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Pengertian Akses 
Pengertian ”akses” dalam kamus bahasa 
adalah jalan masuk, terusan, pencapaian. Akses 
kepemilikan berarti mendapatkan atau 
mencapai hak untuk memiliki, mengelola, 
memanfaatkan, dan mengambil hasil. Jadi, 
dalam hal ini akses adalah pencapaian terhadap 
hak-hak perwalian dan kewarisan untuk 
dimiliki agar dapat dikelola, dimafaatkan, dan 
diambil hasilnya (Wikipedia Bahasa Indonesia, 
Eksiklopedia Bebas. April 2013). 
 
Pengertian Korban  
Korban bencana alam adalah perorangan, 
keluarga, dan kelompok masyarakat yang 
menderita maupun fisik, mental, dan sosial, 
ekonomi sebagai akibat terjadinya bencana 
alam yang menyebabkan mereka mengalami 
hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas 
kehidupannya. Termasuk korban bencana alam 
adalah koban bencana gempa tektonik, letusan 
gunung berapi, tanah longsor, banjir, 
gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, 
kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, 
kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat 
terbang, kereta api, kecelakaan perahu, dan 
musibah industri kecelakaan kerja 




Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif  menghasilkan data 
deskriptif. Pemilihan responden dengan teknik 
Purposive Sampling. Purposive Samplingteknik 
penentuan sample dengan pertimbangan 
tertentu sehingga data yang diperoleh lebih 
representatif dengan melakukan penelitian yang 
kompeten di bidangnya (Sugiono,2008).  
Responden  penelitian ini adalah 
perempuan korban tsunami, aparat gampong 
dan paralegal. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara mendalam dengan 
pertanyaan terbuka dan pengamatan tanpa 
panduan dengan posisi peneliti pasif.Data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan 
responden di cross cek atau menggunakan 
metode triaggulasi dengan para pakar, dokumen 
resmi, buku perundang-undangan dan laporan 
hasil penelitian sebelumnya. 
Penelitian dilakukan di wilayah yang 
mengalami dampak parah gempa dan  tsunami 
Aceh yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. 
Penelitian di Banda Aceh  di tiga kecamatan 
yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta 
Alam dan Kecamatan Jaya Baru. Kecamatan 
Syiah Kuala di Gampong Tibang, Gampong 
Lingke. Kecamatan Kuta Alam Gampong 
Lamdingin dan Lampulo dan Kecamatan Jaya 
Baru Gampong Punge Blang Cut.Penelitian di  
Aceh Besar dilakukan di dua kecamatan yaitu 
Kecamatan Pekan Bada dan Kecamatan 
Lhoknga. Kecamatan Pekan Bada di Gampong 
Lampage, Gampong Lamlumpu dan 
GampongLambadek.Kecamatan Lhoknga di 
Gampong Meunasah Lambaro, Gampong 
Meunasah Manyang dan Gampong Mon Cut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Akses Perempuan Perempuan Korban 
Tsunami Terhadap Hak Pewarisan dan 
Perwalian  Kasus di Banda Aceh  
 
Wilayah Banda Aceh ditemukan 7 kasus 
pewarisan dan 2 kasus perwalian anak.Kasus 
pewarisan yang paling banyak muncul adalah 
penguasaan warisan berupa tanah yang 
didirikan rumah bantuan oleh saudara laki-laki 
dan hilangnya saksi dan bukti kepemilikan 
akibat gempa dan tsunami. Belum ada upaya 
yang dilakukan oleh perempuan korban tsunami 
untuk memperjuangkan hak mereka, karena 
khawatir dipersalahkan dan tidak mendapatkan 
dukungan dari keluarga dan komunitas.  
Kondisi ini dibenarkan oleh Iskandar 
Pengacara Yayasan Bungong Jeumpa : ” “Pada 
saat proses penyelesaian kasus sedang berjalan, 
walaupun biaya perkara didanai Yayasan 
Bungong Jeumpa sebagian perempuan 
mencabut kuasa dari pengacara dan paralegal 
karena  perempuan korban tsunami tidak siap 
memperjuangkan hak-haknya dimana proses 
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hukum membutuhkan energi dan waktu tampa 
dukungan dari pihak keluarga bahkan keluarga 
mengharuskan perempuan menerima saja apa 
adanya tampa banyak tuntutan untuk 
mendapatkan hak kepemilikannya.’(Iskandar.,). 
 
Ketidakberdayaan Perempuanmenghadapi 
saudara laki-laki yang menguasai harta warisan 
dipengaruhi oleh pemahaman yang tidak tepat 
tentang konsep gender and sex.  Gender adalah 
peran dan fungsi perempuan dan laki-laki 
karena konstruksi sosial seperti perempuan 
lemah, lembut, emosional, tidak rasional, tidak 
aktif, dan berperan di lingkup domestik, 
sedangkan laki-laki kuat, rasional,  reaktif, tidak 
emosional, dan lainnya.  
Kerancuan dalam mempersepsikan antara 
seks  dan gender dalam konteks sosial budaya, 
status dan peran yang melekat pada relasi 
perempuan dan laki-laki pada akhirnya 
menyuburkan pemahaman banyak asumsi yang 
memposisikan perempuan pada posisi inferior 
dan laki-laki pada posisi superior. Konstruksi 
sosial ini terus- menerus dibangun dalam 
pikiran masyarakat kita yang menimbulkan 
stigma atau palabelan (streotipe) yang 
berdampak pada lemahnya posisi tawar 
perempuan, baik dalam keluarga maupun 
masyarakat.“Berbagai bukti empiris bahwa 
konstruksi budaya ini tidak selamanya benar 
karena banyak perempuan yang berperan di 
lingkungan publik, kuat, aktif, dan berpikir 
rasional, artinya sifat-sifat ini bisa saja bertukar 
antara laki-laki dan perempuan (Idrus, 2005). 
Konstruksi sosial yang menempatkan 
perempuan pada stigma atau posisi kurang 
menguntungkan ini sangat mempengaruhi 
kemampuan perempuan mengkases hak 
pewarisan dan perwaliannya, di mana saudara 
laki-laki diangap lebih kuat, rasional tentunya 
dianggap lebih berhak mengelola, kemudian 
menguasai harta warisan. Di sisi lain, 
perempuan menganggap dirinya lemah dan 
tidak berdaya karena tak memiliki saudara laki-
laki yang mampu memberi perlindungan 
terhadapnya. 
Perempuan korban tsunami dapat saja 
memperjuangkan hak pewarisan dan perwalian 
yang dikuasai saudara laki-laki melalui proses 
pengadilan, namun  proses pengadilan dianggap 
rumit,penyelesaian di tingkat gampong menjadi 
pilihan. Pada Penelitian sebelumnya di 
Gampong Lampulo masalah tanah warisan 
pasca tsunami sudah diselesaikan dengan cukup 
baik oleh keuchik dengan menggunakan hukum 
adat, namun tidak ada satu kasus pun yang 
terdokumentasi dengan cukup baik. Keuchik 
Gampong Lampulo ini sudah berpengalaman 
memimpin gampongnya selama 38 tahun, 
beliau sangat disegani dan dihargai oleh 
warganya, karena memilki sifat jujur dan 
bijaksana. Model kepemimpinanya juga 
memberikan otonomi penuh kepada kepala 
dusun untuk menyelesaikan perkara-perkara di 
unit mereka maisng-,masing (Dewi, 2006). 
Faktanya pada saat penelitian ini dilakukan 
Keuchik Gampong Lampulo ini tidak lagi 
menjabat sebagai keuchik dan kasus ini baru 
muncul setelah selesai masa jabatan keuchik 
tersebut. 
Tantangan berikutnya yang dihadapi 
perempuan korban tsunami di Banda Aceh 
dalam mengkases hak kepemilikannya adalah 
hilangnya saksi dan bukti kepemilikan. 
“Mengenai saksi dan bukti yang hilang saat 
tsunami menurut para pakar               “Kalau 
tidak ada bukti dan saksi paling tidak biasanya 
dilakukan pembuktian lapangan.Ada orang-
orang tertentu yang bisa dimanfaatkan, siapa 
pun orangnya, walaupun kualitas saksi rendah, 
harus dilakukan penyumpahan-penyumpahan, 
termasuk sidang keliling.Orang yang tinggal di 
gampong siapa pun bisa ditunjuk sebagai saksi 
dengan fakta penyumpahan sebagai alat bukti 
untuk memperkuat.” (Syahrizal Abbas). 
 
Hambatan berikutnya perempuan korban 
tsunami rata-rata tidak memahami hak-hak 
mereka yang dijamin oleh negara dan minimnya 
pengetahuan akan strategi memperjuangkan 
hak-haknya. Hal ini di buktikan oleh kasus 
perwalian di gampong Lingke dimana salahsatu 
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responden berhasil memperjuangkan hak 
perwaliannya atas dua orang kemenakannya 
yang dikuasai oleh keluarga ayahnya tampa 
memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak. 
Latarbelakang responden sebagai tenaga 
pengajar di salah satu perguruan tinggi di 
Banda Aceh dan memilki jaringan yang cukup 
luas untuk menggalang dukungan. Sementara 
kasus perwalian lain di Gampong Lingke 
responden sampai saat ini belum berhasil 
memperjuangkan hak perwaliannya karena 
belum memahami hak-hak nya dan strategi 
dalam memperjuangkan hak perwaliannya atas 
satu orang kemenakan yang kedua orangtuanya 
meninggal saat tsunami. 
 
Akses Perempuan Perempuan Korban 
Tsunami Terhadap Hak Pewarisan dan 
Perwalian  Kasus di Aceh Besar. 
 
Di Aceh Besar ada temuan 10 kasus, 8 
kasus pewarisan dan 2 kasus perwalian. Kasus 
pewarisan yang muncul adalah kasus asabah, 
peunulang dan penguasaan harta warisan oleh 
keluarga suami responden. Kasus asabahatau 
cucu perempuan sebagai ahli waris yang tersisa 
pasca gempa dan tsunami oleh aparat gampong 
tidak dibenarkan menghabiskan harta, sebagian 
harus diserahkan ke baital mal gampong. 
 Pada Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 
10 Tahun 2007 tentang Baital Mal 
mengatakan:badan pelaksana baitul mal 
gampong atau nama lain adalah lembaga 
nonstruktural yang terdiri atas ketua yang 
karena jabatannya dilaksanakan oleh imuem 
meunasah atau imuem masjid atau nama lain, 
sekretaris, bendahara, urusan perwalian, urusan 
pengumpulan, dan urusan penyaluran yang 
ditetapkan oleh keuchik atau nama lain. Artinya 
berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007  
strukturnya Baital Mal Gampong sudah 
terbentuk. Faktanya walau struktur Baital 
Gampong sudah ada namun pembagian kerja di 
Baital Mal Gampong Meunasah Lambaro 
belum jelas sehingga dikhawatirkan Baital Mal 
Gampong Meunasah Lambaro tidak mampu 
mengelola harta agama umtuk umat Islam. 
     Terkait dengan asabah pada penelitian 
disertasi disebutkan Dalam fikih, anak 
perempuan tidak bisa menghabiskan harta. 
Pengertian ini dipertahankan dalam bidang 
bukan kewarisan, misalnya, dalam hal 
pembayaran diat, sedangkan di dalam 
kewarisan yang lebih ditonjolkan adalah hak 
menghabiskan warisannya. Karena itu, orang 
perempuan pun disebut ’asabah apabila berhak 
menghabiskan warisan. Atas dasar itu, anak 
laki-laki dan begitu juga saudara perempuan 
dari pewaris perempuan disepakati 
sebagai ’asabah. (Abubakar, 1989). 
Ketentuan bahwa perempuan bisa 
menghabiskan sisa warisan diperkuat 
oleh: ”Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Nomor 86.K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, 
Nomor 122,K/AG/1995 tanggal 30 April 
1996.Yurisprudensi ini menjadi dasar hukum di 
pengadilan bahwa hakim dapat memutuskan 
bahwa perempuan sebagai asabah. 
 Penyelesaian kasus di tingkat pengadilan 
sulit dilakukan oleh responden,mengingat dia 
hanya sendiri, tidak memilki biaya dan tidak 
ada pendampingan,  sementara ke pengadilan 
berbiaya tinggi karena letak gampong 
responden dengan Mahkamah Sya’riah Jantho 
hampir satu jam perjalanan naik angkutan 
umum.  Kasus ini bisa diselesaikan di tingkat 
gampong, jika aparat gampong yang mengaku 
lemah kapasitasnya diberikan berbagai referensi 
terkait dengan hukum pewarisan dan 
perwalian.Berdasarkan Penelitian sebelumnya 
di Gampong Cot Lamkuweuh Kecamatan 
Meuraxa Banda Aceh, seorang perempuan 
sebagai ahli waris  utama yang tersisa pasca 
tsunami berhasil menghabiskan harta warisan. 
Pada awalnya keuchik dan Tengku Imum 
menyatakan perempuan hanya mendapatkan ½  
harta warisan, ½  lagi harus diserhakan ke 
Baital Mal gampong, namun si perempuan 
mencari referensi  dari tengku di gampong lain 
dengan pernyataan tertulis menyatakan 
perempuan berhak menghabiskan harta jika ahli 
waris utama lain telah tiada. Berdasarkan surat 
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pernyataan tersebut akhirnya Keuchik dan 
Tengku Imum Gampong Cot Lamkuweh 
menerima bahwa perempuan boleh 
menghabiskan harta.(Dewi, 2006). 
      Kasus lain di Aceh Besar adalah harta 
peunulang responden diberikan oleh  orang 
tuanyasebelum gempa dan tsunami ikut di 
faraidkan oleh aparat gampong tampa 
persetujuan responden, dibagikan kepada 
keponakan laki-laki dari anak saudara laki-laki 
responden. 
Terkait istilah peunulang merupakan 
pemberian dari orang tua untuk aneuk inong 
(anak perempuan) yang sudah menikah dan 
terpisah dengan harta warisan.Tujuan 
peunulang untuk memastikan aneuk inong 
memiliki bekal minimal untuk memulai hidup 
berumah tangga. Yang lebih penting lagi, 
apabila terjadi sesuatu terhadap suaminya, 
seperti meninggal dunia atau cacat permanen, 
atau bercerai dengan suami maka si perempuan 
telah memiliki rumah sendiri yang tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapa pun.(Syarif, 2008). 
Menurut Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah 
tentang harta peunulang : “Harta peunulang 
adalah milik perempuan, dimasukkan sebagai 
hukum yang hidup, hukum yang berlaku dan 
diakui oleh masyarakat. Jadi, tidak dimasukkan 
lagi ke dalam bagian harta yang difaraidkan. 
(Rafi’uddin). 
 
Berdasarkan paparan diatas persoalan 
utama adalah minimnya pengetahuan dan 
kapasitas aparat gampong dalam memahami 
Hukum waris Islam dan kearifan lokal Aceh 
tentang pembagian warisan. Pasca gempa dan 
tsunami Aceh aparat gampong yang tersisa 
masih muda dan belum berpengalaman, hal  ini 
diperkuat oleh penelitian sebelumnya yaitu: 
Keuchik yang baru diangkat setelah bencana 
tsunami atau masih berusia muda kurang 
memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menangani masalah-masalah hukum pasca 
tsunami. Minimnya pengalaman yang dimiliki 
geuchik baru itu turut mempengaruhi 
kemampuan mereka dalam menerapkan hukum 
secara tepat. Sedangkan Geuchik yang sudah 
terangkat sejak sebelum tsunami, apalagi 
mereka yang telah puluhan tahun menjabat 
sebagai geuchik, mempunyai wawasan dan 
pengetahuan yang cukup baik untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang muncul 
di gampong  sudah meninggal dan hilang saat 
tsunami (Salim, 2006). 
Minimnya pengetahuan keuchik  
menyelesaikan kasus-kasus sosial 
kemasyarkatan bukan saja karena dampak 
gempa dan tsunami, tetapi Aceh mengalami 
konflik senjata yang panjang. Berdasarkan 
penelitian Juniarti Konflik  bersenjata  antara 
GAM ( Gerakan Aceh Merdeka) dengan 
pemerintah RI (Republik Indonesia) 
menyebabkan  revitalisasi adat sesuai dengan 
amanat otonomi daerah tidak memberi ruang 
bagi aparat gampong  menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat gampong akibat tekanan dari 
kedua belah pihak yang berkonflik dengan 
beberapa operasi militer yang berlangsung di 
Aceh.(Juniarti, 2011). 
 Ruang revitalisasi adat tersebut baru terbuka 
setelah adanya MoU (Memorandum of 
understanding) damai antara GAM dan RI 
tahun 2005 dan disahkan Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh 
yang memberikan ruang yang luas pada 
pemerintah Gampong menjalankan kewenangan 
peradilan adat di Aceh. Kewenangan ini 
tentunya berimplikasi luas pada kewenangan 
aparat pemerintah gampong dalam 
menyelesaikan kasus sosial kemasyarakatan 
termasuk hak kepemilikan.Kewenangan ini 
dibarengi dengan berbagai program 
pemberdayaan pada aparat gampong yang 
diselenggarakan oleh berbagai lembaga non 
pemerintah dan lembaga pemerintah seperti 
Majelis Adat Aceh sebagai lembaga yang 
menjalankan mandat dalam pembinaan adat 
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merupakan strategi alternatif bagi usaha 
percepatan tercapainya kesetaraan gender 
karena dimensi kepekaan gender menjadi salah 
satu landasan dalam penyusunan dan 
perumusan strategi, struktur, dan sistem dari 
suatu organisasi atau institusi, serta menjadi 
bagian dari napas budaya di dalamnya.. 
(Kementerian Badan Pemberdayaan Perempuan, 
BKKBN, dan UNFPA, 2005). 
Pendekatan PUG paling sesuai untuk 
merespon temuan kasus atau masalah akses 
pewarisan dan perwalian perempuan korban 
tsunami karena PUG mengintegrasikan 
perspsketif gender dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan  dan evaluasi 
program dan kebijakan dalam tahapan 
rehabilitasi dna rekontruksi pasca bencana oleh 
lembaga pemerintah dan non pemerintah. 
Pendekatan PUG dijadikan dasar dalam 
merumuskan program dan kebijakan yang lebih 
responsif gender pasca bencana yaitu 
pendidikan dan pendampingan hukum yang 
komprehensif dan berkelanjutan, 
menyederhanakan prosedur akses ke pengadilan, 
adanya affirmative action keterlibatan 
perempuan dalam majelis adat sehingga akses 
perempuan memperoleh hak pewarisan dan 
perwalian pasca bencana meningkat. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Perempuan korban tsunami mengalami 
kesulitan mengakses hak pewarian dan 
perwaliannya disebabkan oleh hilangnya saksi 
dan bukti hak kepemilikannya, mininmya 
dukungan dari keluarga dan komunitas, 
minimnya pengetahuan tentang hak pewarisan 
dan perwalian yang dijamin oleh 
negara,minimnya kapasitas aparat gampong 
pasca tsunami serta kontruksi budaya yang 
menempatkan perempuan pada posisi kurang 
menguntungkan. 
Menjawab persoalan ini pendekatan PUG 
berupaya mengubah cara pandang masyarkat, 
tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan 
untuk mengintegrasikan kebijakan, program, 
dan proses pada tahapaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana terkait dengan isu 
hak-hak waris dan perwalian berdasarkan 
kesamaaan gender.  
Saran  
Menggunakan pendekatan PUG dalam 
merumuskan program dan kebijakan berupa 
pendidikan publik dan pendampingan korban 
yang komprehensif dan berkelanjutan. 
menyederhanakan standar pembuktian di 
pengadilan untuk kasus-kasus pewarisan dan 
perwalian serta mekanisme peradilan yang 
mudah dijangkau masyarkat di wilayah yang 
diterpa bencana. Melakukan kajian lebih 
mendalam tentang praktik kearifan-kearifan 
lokal yang  berlaku di Aceh tentang pembagian 
warisan dan perwalian. Kearifan lokal ini 
digunakan oleh aparat gampong yang sudah 
terlatih untuk menyelesaikan pembagian 
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